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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kesejahteraan bangsa Indonesia dapat terwujud dengan menciptakan serta 

menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala 

bidang, yang didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu 

sumber utama pembiayaan negara adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, peranan pajak menjadi sangat penting bagi 

suatu negara. 

 Dengan pentingnya peranan pajak tersebut, pemerintah akan selalu 

berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak karena pajak tidak hanya 

untuk pembangunan negara tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan belanja 

negara. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki 

kontribusi signifikan terhadap pendapatan Negara. 
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Gambar 1.1 

Pendapatan Negara 

Tahun 2016- 2018 (Dalam Milyar Rupiah) 

 

      Sumber: www.bps.go.id 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Gambar 1.1 Pada tahun 2016 pajak 

memberikan kontribusi sebesar 82,59%. Pada tahun 2017, kontribusi pajak 

mencapai 84,83% dimana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 

tahun 2018 kontribusi pajak kembali mengalami peningkatan dan terdapat total 

pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.903,0 triliun  yang di dalamnya 

termasuk penerimaan pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri 

yaitu sebesar Rp 1.548,5 triliun yang menyumbang sekitar 81,4% dari total 

pendapatan negara secara keseluruhan. Sisanya terdapat sekitar 18,3% (Rp 349,2 
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triliun) didapatkan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah sebesar 

0,3% (Rp 5,4 triliun).  

Penerimaan pajak selalu diatas 70% dan meningkat disetiap tahunnya yang 

artinya, pajak memegang peranan yang sangat penting dan sangat berpengaruh 

terhadap pembangunan dan pembiayaan nasional. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 Pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia 

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (www.djpk.depkeu.go.id). 

Besarnya kontribusi penerimaan pajak bagi negara serta pajak yang 

bersifat memaksa membuat Wajib Pajak harus mampu memahami dan 

melaksanakan pajak dengan baik. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang 

No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Berdasarkan definisi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2017):  

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 
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3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah.  

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment.  

5. Pajak dapat pula mempunyai fungsi selain budgeter, yaitu fungsi 

mengatur.  

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, 

terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:  

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter): Pajak berfungsi sebagai sumber dana 

yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai 

penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler): Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai 

contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras 

sehingga dapat mengurangi kebiasaan masyarakat yang gemar 

mengkonsumsi minuman keras tersebut. 

Berdasarkan Undang-Undang KUP No. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 

menyebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Menurut pasal 1 ayat 3, badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
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merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap.  

 Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak 

dikelompokkan sebagai berikut:  

1. Subjek Pajak Orang Pribadi  

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia atau di luar Indonesia. 

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak.  

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. 

Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti 

dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari 

warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.  

3. Subjek Pajak Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi 

perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha 
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milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya 

sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, 

badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk 

memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian 

perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan 

dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.  

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)  

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas 

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, 

yang dapat berupa:  

a) Tempat kedudukan manajemen; 

b) Cabang perusahaan;  

c) Kantor perwakilan;  

d) Gedung kantor;  
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e) Pabrik;  

f) Bengkel;  

g) Gudang;  

h) Ruang untuk promosi dan penjualan;  

i) Pertambangan dan penggalian sumber alam;  

j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;  

k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;  

l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang 

lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 

dua belas bulan;  

n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 

tidak bebas;  

o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 

asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;  

p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik 

untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.  

Menurut Waluyo (2017), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 

berikut ini:  

1. Sistem Official Assessment: Sistem ini merupakan sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 
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menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri official assessment 

system adalah sebagai berikut:  

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus  

b. Wajib pajak bersifat pasif  

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus.  

2. Sistem Self Assessment: Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang 

memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar.  

3. Sistem Withholding: Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Menurut Waluyo (2017), Pajak Penghasilan adalah Pajak Negara yang 

dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib 

Pajak yang bersangkutan. Jenis-jenis dari pajak penghasilan (PPh) antara lain :  

a. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) merupakan pajak penghasilan 

yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, 

dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, 
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jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri (Waluyo, 2017).  

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif pajak 

yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:  

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Tarif Pasal 17 UU PPh 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp50.000.000,00 5% 

Di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 15% 

Di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 25% 

Di atas Rp500.000.000,00 30% 

Sumber: Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 

28% (dua puluh delapan persen). Dalam Pasal 17 ayat (2a) disebutkan 

bahwa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% 

(dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.  

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 101/PMK. 010/2016 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.2  

Batasan PTKP Tahun 2016 

Keterangan Besarnya PTKP 

Wajib Pajak orang pribadi Rp54.000.000,00 

Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 4.500.000,00 

Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung 

dengan penghasilan suami 
Rp54.000.000,00 

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah clan 

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 
Rp 4.500.000,00 
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angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 

3 (tiga) orang untuk setiap keluarga 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 

 

b. Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh pasal 22) adalah pajak yang dipungut 

oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara 

lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan 

badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan 

dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain 

(Waluyo, 2017).  

c. Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) merupakan pajak penghasilan 

yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan 

jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak 

penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan 

pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, 

bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

(Waluyo, 2017).  

Objek PPh Pasal 23 terdiri dari  (Waluyo,2017) : 

1. 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas : 

a. Dividen sebagaimana dimaskud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; 

b. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; 

c. Royalti dan 
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d. Hadiah,penghargaaan,bonus dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (1) huruf e. 

2. 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas : 

a. Sewa dan penghasilan lain sehubunga dengan penggunaan 

harta,kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan 

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik,jasa manajemen,jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah 

dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 Undang- Undang PPh. 

d. Pajak Penghasilan pasal 24 (PPh pasal 24) merupakan pajak yang terutang 

atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak 

penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam 

negeri (Waluyo, 2017).  

e. Pajak Penghasilan pasal 25 (PPh pasal 25) adalah angsuran pajak 

penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap 

bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2017).  

f. Pajak Penghasilan pasal 26 (PPh 26) merupakan pajak penghasilan yang 

dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap 
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di Indonesia yang pemenuhannya seperti, pemenuhan sendiri kewajiban 

perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan 

pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar 

negeri lainnya (Waluyo, 2017).  

Dilansir di www.pajak.go.id, Hal yang menentukan seorang individu 

atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah: 

1. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang 

tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan 

perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang 

mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

2. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang 

tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan 

perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat 

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui 

menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, 

royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk 

memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut.

 Berdasarkan PMK RI Nomor 9/PMK.03/2018 tentang SPT, pelaporan SPT 

PPh pasal 26 wajib e-Filing sejak 1 April 2018. Tarif umum untuk PPh pasal 26 
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adalah 20%. Namun jika mengikuti tax treaty/Perjanjian Penghindaran Pajak 

Berganda (P3B),maka tarif dapat berubah. Daftar tarif untuk PPh pasal 26 adalah : 

1. Tarif 20% (final) atas jumlah bruto yang dikenakan atas: 

a) Dividen 

b) Bunga, termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan 

jaminan pembayaran pinjaman 

c) Royalti, sewa, dan pendapatan lain yang terkait dengan 

penggunaan aset 

d) Insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan 

e) Hadiah dan penghargaan 

f) Pensiun dan pembayaran berkala 

g) Premi swap dan transaksi lindung lainnya 

h) Perolehan keuntungan dari penghapusan utang 

2. Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan dari: 

a) Pendapatan dari penjualan aset di Indonesia. 

b) Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun 

melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. 
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3. Tarif 20% (final) dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau 

pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan 

tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan 

perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas 

atau bentuk usaha tetap (BUT) didirikan di Indonesia. 

4. Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi 

dengan pajak, suatu bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, kecuali 

penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. 

 

g. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPh Final) adalah pajak penghasilan 

yang bersifat final. Karena bersifat final, maka pemotongan PPh pasal 4 

ayat (2) tidak dapat dikreditkan dan omset terkait transaksi yang dikenakan 

tidak dapat dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam 

omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final. Pemotongan dan 

pemungutan pajak PPh pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam 

tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak 

yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah. Contoh dari PPh final adalah penghasilan dari 

bunga deposito, bunga obligasi, hadiah undian, persewaan tanah dan/atau 

bangunan, jasa konstruksi, dan lain-lain (www.pajak.go.id). 

Ada 11 macam objek PPh Pasal 4 Ayat 2. Masing-masing objek 

penghasilan memiliki tarif yang berbeda dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
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Di bawah ini adalah daftar tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 terbaru sesuai peraturan 

pemerintah yang berlaku: 

Tabel 1.3  

Tarif PPh final 4 ayat 2 

No.  Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 
Tarif 

(%) 
Peraturan yang Berlaku 

1. 
Bunga deposito / tabungan, diskonto 

SBI dan jasa giro 
20 

Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP 131 Thn 2000 jo KMK 

51/KOM.04/2001 

2. 

Bunga simpanan yang dibayarkan 

oleh koperasi kepada anggota 

koperasi orang pribadi  

10 
Pasal 4 (2) a & Pasal 17 

(7) jo PP No.15 Thn 2009 

3. 
Bunga obligasi (surat utang & SUN 

lebih dari 12 bulan)  
  

Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP No. 16 Thn 2009 

3a. 
Bunga dari obligasi dengan kupon 

bagi WP dalam negeri & BUT 
15 

Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP No. 16 Thn 2009 

3b. 

Bunga dari obligasi dengan kupon 

bagi WP luar negeri non BUT seusai 

P3B 

20 
Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP No. 16 Thn 2009 

3c. 

Diskonto dari obligasi dengan kupon 

bagi WP luar negeri non BUT seusai 

BUT 

15 
Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP No. 16 Thn 2009 

3d. 

Diskonto dari obligasi dengan kupon 

bagi WP luar negeri non BUT seusai 

P3B 

20 
Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP No. 16 Thn 2009 

3e. 
Diskonto dari obligasi tanpa bunga 

bagi WP dalam negeri dan BUT 
15 

Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP No. 16 Thn 2009 

3f. 

Diskonto dari obligasi tanpa bunga 

bagi WP luar negeri non BUT sesuai 

P3B 

20 
Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP No. 16 Thn 2009 

3g. 

Bunga dan/atau diskonto dari 

obligasi yang diterima dan/atau 

diperoleh WP reksadana yang 

terdaftar pada Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan untuk tahun 2009 - 2010. 

0 
Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP No. 16 Thn 2009 

3h. 

Bunga dan/atau diskonto dari 

obligasi yang diterima dan/atau 

diperoleh WP 

5 
Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP No. 16 Thn 2009 
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3i. 

Bunga dan/atau diskonto dari 

obligasi yang diterima dan/atau 

diperoleh WP reksadana yang 

terdaftar pada Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan untuk tahun 2014, dst. 

15 
Pasal 4 (2) a UU PPh jo 

PP No. 16 Thn 2009 

4. 
Deviden yang diterima/diperoleh WP 

orang pribadi dalam negeri 
10 

Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 

(2) UU PPh 

5. Hadiah undian 25 
Pasal 4 (2) b UU PPh jo 

PP No. 132 thn 2000 

6. 

Transaksi derivatif berupa kontrak 

berjangka yang diperdagangkan di 

bursa 

2,5 
Pasal 4 (2) c UU PPh jo 

PP No. 17 thn 2009 

7a. Transaksi penjualan saham pendiri 0,5 

PP No. 14 Thn 1997 jo 

KMK 282/KMK.04/1997 

jo SE-15/PJ.42/1997 dan 

SE 06/PJ.4/1997 

7b. 
Transaksi penjualan bukan saham 

pendiri 
0,1 

PP No. 14 Thn 1997 jo 

KMK 282/KMK.04/1997 

jo SE-15/PJ.42/1997 dan 

SE 06/PJ.4/1997 

8. Jasa konstruksi   

Pasal 4 (2) c UU PPh jo 

PP No. 51 Thn 2008 jo PP 

No. 40 thn 2009 

8a.  Pelaksana JK sertifikasi kecil  2 

Pasal 4 (2) c UU PPh jo 

PP No. 51 Thn 2008 jo PP 

No. 40 thn 2009 

8b. Pelaksana JK tanpa sertifikasi  4 

Pasal 4 (2) c UU PPh jo 

PP No. 51 Thn 2008 jo PP 

No. 40 thn 2009 

8c. 
Pelaksana Jk sertifikasi sedang dan 

besar 
3 

Pasal 4 (2) c UU PPh jo 

PP No. 51 Thn 2008 jo PP 

No. 40 thn 2009 

8d. 
Perancang atau pengawas JK oleh 

penyedia JK bersertifikasi usaha 
4 

Pasal 4 (2) c UU PPh jo 

PP No. 51 Thn 2008 jo PP 

No. 40 thn 2009 

8e. 

Perancang atau pengawas JK oleh 

penyedia JK tanpa bersertifikasi 

usaha 

6 

Pasal 4 (2) c UU PPh jo 

PP No. 51 Thn 2008 jo PP 

No. 40 thn 2009 

9. 
Persewaan atas tanah dan/atau 

bangunan 
10 

Peraturan Pemerintah No. 

29 Thn 1996 jo PP No.05 
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thn 2002 

10a 

WaP yang melakukan pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan 

(termasuk usaha real estate) 

5 
Pasal 4 (2) d UU PPh jo 

PP no. 71 thn 2008 

10b 

Pengalihan Rumah Sederhana & 

Rumah Susun Sederhana oleh WP 

yang usaha pokoknya melakukan 

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan 

1 
Pasal 4 (2) d UU PPh jo 

PP no. 71 thn 2008 

11 

Transaksi penjualan saham atau 

pengalihan penyertaan modal pada 

perusahaan pasangannya yang 

diterima oleh perusahaan modal 

ventura 

0,1 PP No. 4 tahun 1995 

 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal 

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 

Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Menurut 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 6, NPWP merupakan 

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  

Setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya 

serta melaporkan seluruh perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). 

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang 
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Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah 

surat yang oleh Wajib Pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau 

bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Menurut B. Ilyas & Suhartono (2017) jenis SPT dalam Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak No.9 /PJ/2009 menegaskan:  

1. SPT Tahunan terdiri dari: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, SPT 

Tahunan PPh WP Badan, dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan bagi 

Wajib Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang 

Dollar Amerika Serikat.  

2. SPT Masa yang terdiri dari: PPh Pasal 21 & 26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 & 

26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, Masa PPN, dan Masa 

PPN bagi pemungut PPN. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

9/PMK.03/2018, tanggal pelaporan SPT adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.4 

Tanggal Pelaporan SPT Tahunan 

No Jenis Pajak Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan 

1 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tiga bulan setelah akhir tahun pajak 

2 SPT Tahunan PPh Badan Empat bulan setelah akhir tahun pajak 

Sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia 

Tabel 1.5 

Tanggal Pelaporan SPT Masa 

No Jenis Pajak Batas Waktu Penyetoran 
Batas Waktu 

Pelaporan 

1 

SPT Masa 

PPh Pasal 4 

(2) 

Tanggal 10 bulan berikut 
Tanggal 20 bulan 

berikutnya 
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2 

SPT Masa 

PPh Pasal 

15 

Tanggal 10 bulan berikut 
Tanggal 20 bulan 

berikutnya 

3 

SPT Masa 

PPh Pasal 

21/26 

Tanggal 10 bulan berikut 
Tanggal 20 bulan 

berikutnya 

4 

SPT Masa 

PPh Pasal 

22 

Tanggal 10 bulan berikut 
Tanggal 20 bulan 

berikutnya 

5 

SPT Masa 

PPh Pasal 

23/26 

Tanggal 10 bulan berikut 
Tanggal 20 bulan 

berikutnya 

6 

SPT Masa 

PPh Pasal 

25 

Tanggal 15 bulan berikut 
Tanggal 20 bulan 

berikutnya 

7 
SPT Masa 

PPN 

Akhir bulan berikutnya setelah masa 

pajak berakhir dan sebelum SPT 

masa PPN disampaikan 

Akhir bulan 

berikutnya setelah 

masa pajak berakhir 

Sumber : Kementrian Keuangan Republik Indonesia 

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia, aplikasi E-SPT atau 

disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat 

Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

kemudahan dalam menyampaikan SPT. Dari jenis SPT baik SPT Tahunan 

maupun SPT Masa berbentuk (Waluyo, 2016):  

1. Formulir kertas (hardcopy); atau 

2. E-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat 

oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi E-SPT yang disediakan 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Menurut www.online-pajak.com, Kementerian Keuangan melalui 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan tiga jenis formulir yang digunakan 

untuk melakukan menyampaikan SPT Tahunan, yaitu: 
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1.  Formulir SPT Jenis 1770 S 

Formulir SPT jenis 1770 S merupakan jenis SPT Tahunan khusus untuk 

pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp 60 juta. Ada pun 

formulir jenis 1770 S ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di dua 

atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun. 

Artinya, meski penghasilan bruto sang pegawai di bawah Rp 60 

juta per tahun, pegawai yang bekerja di lebih dari dua perusahaan tetap 

melapor pajak dengan menggunakan formulir jenis ini. Formulir 1770 S 

terdiri dari dua lampiran yang harus diisi oleh wajib pajak dengan benar. 

Data-data yang harus diisikan seperti bukti potong, anggota keluarga, 

harga, data penghasilan, dan lain sebagainya. 

2. Formulir SPT Jenis 1770 SS 

Formulir SPT jenis 1770 SS adalah jenis SPT Tahunan untuk 

perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari 

atau sama dengan Rp 60 juta. Berbeda dengan formulir 1770 S, formulir 

jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu 

perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal satu tahun. 

Penggunaan formulir ini juga mencakup penghasilan tambahan 

diperoleh bukan dari pekerjaan sampingan, melainkan dari bunga koperasi 

atau bunga bank. Pengisian formulir ini terbilang sederhana, hanya 

memindahkan semua data yang sudah tertulis pada formulir 1712 A1 atau 

A2. 
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3. Formulir SPT Jenis 1770 

Formulir SPT Tahunan jenis 1770 yang merupakan formulir yang 

digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai 

pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada 

ikatan kerja. Contoh penggunaan formulir ini ketika melakukan lapor 

pajak adalah untuk profesi dokter, konsultan, penulis, atau notaris. Selain 

itu, penggunaan formulir ini juga ditujukan untuk perseorangan yang 

bekerja di lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final, 

penghasilan dari dalam negeri (royalti, bunga, penghasilan dari perbedaan 

kurs mata uang), dan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. 

Formulir SPT 1770 juga mencakup wajib pajak dengan 

penghasilan lebih dari satu jenis pekerjaan, baik itu bersumber dari 

pendapatan tetap, pekerjaan sampingan, honor atau upah. Seperti 

misalnya, Anda berprofesi sebagai dokter tetap di sebuah rumah sakit 

sekaligus sebagai penulis buku kedokteran. 

Sistem pelaporan SPT dilakukan dengan cara elektronik (E-SPT). Wajib 

Pajak harus memiliki E-FIN (Eletronic Filing Identification Number) sebelum 

membayarkan dan menyampaikan SPT secara elektronik. E-FIN adalah nomor 

identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang 

melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak (Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ.2015). Wajib Pajak harus datang 

sendiri ke KPP Tempat terdaftar untuk meminta E-FIN dengan mengisi formulir 

permohonan aktivasi E-FIN dan menunjukkan KTP atau Paspor atau NPWP atau 
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surat keterangan terdaftar (SKT) serta menyampaikan alamat e-mail aktif. Bagi 

Wajib Pajak Badan, harus menunjuk pengurus untuk mewakili Wajib Pajak. Satu 

hari setelah aktivasi, KPP akan mengirim E-FIN kepada Wajib Pajak melalui e-

mail. E-FIN digunakan sebagai sarana untuk log in pada saat E-Filing (Resmi, 

2017). E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan 

Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui 

Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) (Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009).  

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti berupa formulir untuk membayar atau 

menyetor pajak yang dilakukan atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

negara melalui bank atau kantor pos (Lady M Johannis,2018) . Penyetoran pajak 

dilakukan dengan melengkapi formulir dan menyerahkannya ke kas negara 

melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan. Lazimnya, 

formulir SSP pajak dibuat sebanyak 4 lembar. Setiap lembarnya memiliki fungsi 

berbeda seperti yang telah ditentukan. (www.online-pajak.com) : 

1. Lembar pertama: digunakan untuk arsip wajib pajak. 

2. Lembar kedua: digunakan untuk Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan 

Negara (KPPN). 

3. Lembar ketiga: digunakan untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP. 

4. Lembar keempat: digunakan untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran. 

Pada umumnya, formulir SSP memang hanya dibuat rangkap empat saja, akan 

tetapi, ada beberapa kasus wajib pajak membutuhkan lebih dari 4 lembar formulir 
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untuk arsip wajib pungut (Bendahara Pemerintah/BUMN) atau pihak lain yang 

sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Formulir SSP ini tidak bisa dibuat 

sendiri oleh wajib pajak, karena formulir SSP memiliki bentuk dan isi sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkannya, wajib pajak bisa 

meminta formulir SSP secara gratis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Satu 

formulir SSP hanya bisa digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk 

satu masa pajak atau satu tahun pajak/surat ketetapan pajak/surat tagihan pajak 

dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran. Bentuk 

formulir SSP dan penjelasannya tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal 

Pajak Nomo PER-24/PJ/2013 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.  

 Seiring perkembangan teknologi dan informasi, penggunaan SSP untuk 

menyetorkan pajak akhirnya digantikan oleh SSE pajak. SSE pajak secara efektif 

diberlakukan sejak 1 Juli 2016, dimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah 

meresmikan eBiling atau Surat Setoran Elektronik (SSE) pajak. Sesuai dengan 

PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Secara Elektronik mengharuskan 

bahwa wajib pajak dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dengan 

sistem pembayaran pajak secara elektronik. Transaksi pembayaran atau 

penyetoran pajak dapat dilakukan melalui bank atau kantor pos dengan 

menggunakan kode billing. 

 E-Billing pajak merupakan fasilitas pembayaran pajak yang dapat 

dilakukan melalui teller bank/pos, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau internet 
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banking dengan menggunakan kode billing. Latar belakang e-Billing pajak ini 

sendiri adalah sebagai berikut ( Agus Bandiyana,2018) : 

1. Menerapkan metode pembayaran elektronik yang sudah populer di 

masyarakat. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan metode ini 

untuk membayar tiket, tagihan televisi, internet, dll. Mereka dapat 

bertransaksi di mana saja tanpa antre. 

2. Eliminasi kesalahan input oleh teller. Menurut survei independen 

Kementerian Keuangan , terdapat catatan bahwa 50,32% kesalahan 

terjadi karena salah entry di counter atau teller, sehingga ada 

proses koreksi administrasi di belakangnya. 

3. Arsitektur sistem yang lebih baik. Dalam sistem MPN-G2, tidak 

ada proses rekonsiliasi penerimaan karena settlement pembayaran 

ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tidak ada data reversal 

dan unmatch, data penerimaan negara diterima secara real time. 

 Proses pembayaran pajak menggunakan sistem e-billing Wajib Pajak harus 

melalui tahap-tahap sebagai berikut:  

1. Pendaftaran akun Billing (jika belum punya akun Billing) di 

situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.  

2. Pembutan Kode Billing di situs resmi Direktorat Jenderal 

Pajak.  

3. Menyetor utang pajak ke Bank/ Pos Persepsi dengan membawa 

Kode Billing.  
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 SSE pajak ini berbasis internet, sehingga wajib pajak akan semakin mudah 

dalam membayarkan pajak mereka di mana saja dan kapan saja tanpa perlu 

mengantre. Metode pengisian, fungsi dan substansi konten pada SSE sama seperti 

SSP. Bedanya, media pengisian dilakukan secara elektronik. Penggunaan SSE 

dianggap lebih efisien karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, 

sehingga memudahkan wajib pajak mengurus administrasi perpajakannya. 

Jika sebelumnya wajib pajak harus mengisi formulir serta membawanya ke 

bank persepsi serta kantor pos, melalui SSE pajak semua jadi lebih mudah. Sebab, 

wajib pajak hanya membawa ID billing yang telah dibuat di SSE pajak dan 

kemudian menunjukkan ke petugas bank persepsi dan kantor pos sebelum 

menyetorkan pajak. Selain lebih mudah dan cepat, keberadaan SSE pajak 

dianggap lebih aman karena dapat mengurangi risiko pembatalan transaksi akibat 

buruknya kualitas data yang biasanya terjadi ketika wajib pajak membayar pajak 

menggunakan SSP. 

Dalam menjalankan proses bisnisnya, Wajib Pajak akan diperhadapkan 

dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat memaksimalkan 

output yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu 

kegiatan yang nampaknya agak sulit dilewatkan yaitu melakukan kegiatan 

entertain kepada lawan transaksi demi kelancaran kegiatan bisnis yang dilakukan. 

Dalam KBBI, entertain yaitu hiburan diartikan sebagai suatu hal untuk 

menyenangkan dan menyejukkan hati yang susah. Hal ini berarti diperlukan 

berbagai usaha yang cukup berarti untuk memberikan treatment lebih kepada 
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lawan transaksinya, seperti jamuan makan, minum, menonton, karaoke, dan 

kegiatan lainnya. Semua biaya sehubungan dengan entertainment yaitu biaya 

representasi, jamuan dan sejenisnya yang dicatatkan dalam laporan komersial, 

belum tentu dapat dibebankan seluruhnya menjadi biaya fiskal sesuai ketentuan 

pajak yang berlaku sehingga Wajib Pajak melakukan sendiri koreksi di dalam 

SPT Tahunan PPh yang disampaikan ke kantor pajak. (www.ortax.org). 

Dalam pembebanan biaya entertainment secara fiskal, perlu diperhatikan 

ketetuan pajak yang berlaku. Di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa: 

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk 

usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian 

bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, 

bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, 

biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;…” 

Berdasarkan ketentuan diatas dijelaskan bahwa biaya yang dapat 

dikurangkan dari penghasilan secara fiskal yaitu benar ada hubungannya dengan 

kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 

perusahaan (materiil). Benar tidaknya ada hubungannya tersebut, perusahaan 

membuat daftar nominatif yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan 
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Tahunan.  Biaya entertainment yang tercantum di daftar nominatif harus dapat 

dibuktikan dengan evidence  atau bukti transaksi atas pengeluaran biaya tersebut. 

Selanjutnya, biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya harus dapat 

dibuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan 

diketahui bahwa pengeluaran tersebut telah sesuai dengan kelaziman dan 

kewajaran dalam praktek dunia usaha sesuai dengan adat kebiasaan pedagang 

yang baik serta dapat dibuktikan kebenaran. 

 Biaya entertainment menjadi pengurang penghasilan bruto jika 

dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 

merupakan objek pajak serta dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana diatur 

dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang 

biaya entertainment dan sejenisnya (seri PPh Umum 18) yang menyebutkan 

bahwa : 

1. Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat 

dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. 

2. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah 

benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan 

kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 

penghasilan perusahaan (materiil). 
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3. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut 

dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada 

Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif  

Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan 

brutonya agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif 

seperti terlampir yang berisi: 

1. Nomor urut. 

2. Tanggal entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 

3. Nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 

a) Alamat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 

b) Jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 

c) Jumlah (Rp) entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan. 

4. Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan 

nomor urut tersebut di atas berisi : 

a) Nama 

b) Posisi 
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c) Nama perusahaan 

d) Jenis usaha 

Reasuransi adalah merupakan bagian daripada Asuransi. Keberadaannya 

itu timbul karena adanya Asuransi, dengan perkataan lain tidak akan ada 

Reasuransi kalau Asuransi itu sendiri tidak ada.Walaupun demikian, Reasuransi 

itu merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan sangat vital dalam 

kehidupan asuransi, sampai – sampai dikatakan bahwa Reasuransi itu adalah “ 

Jantungnya “ Perusahaan Asuransi. Demikian pentingnya peranan Reasuransi itu 

sehingga apabila Reasuransi itu tidak dijalankan olehnya maka Perusahaan 

Asuransi yang bersangkutan tidak akan mampu mempertahankan hidupnya, dan 

lambat laun akan bangkrut.(www.akademiasuransi.org) 

Dalam dunia business perasuransian, khusunya dalam hal penutupan 

asuransi, adalah suatu hal yang prinsip bahwa risiko yang ditutup itu perlu / harus 

disebarkan agar risiko tersebut tidak akan membebani dirinya sendiri melampaui 

batas kemampuan daya pikulnya sendiri. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah “ 

Prinsip Penyebaran Risiko “ atau “ Spreading of Risk Principle “. Dengan 

penyebaran tersebut berarti sebagian daripada risiko yang ditutupnya itu akan 

dipikul sendiri sedangkan yang sebagian lagi akan dibagikan kepada perusahaan – 

perusahaan Asuransi lain untuk ikut memikulnya. Untuk penyebaran risiko 

tersebut terdapat 2 cara, yaitu : Ko -  asuransi dan Re – asuransi. Koasuransi 

adalah asuransi bersama, sedangkan Reasuransi adalah asuransi kembali. 
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Dari uraian diatas, maka jelaslah bahwa yang melakukan Reasuransi itu 

adalah perusahaan – perusahaan Asuransi yang dalam fungsinya adalah sebuah 

lembaga pemikul risiko (Risk Bearing Institution) yang pertama atau semula 

menutup risiko yang direasuransikan itu. Risiko bermacam – macam, ada yang 

kecil ada yang besar dalam arti harga pertanggungannya. Bagi risiko yang besar 

telah jelas memerlukan Reasuransi, karena risiko besar tersebut besarnya melebihi 

jumlah batas kemampuan (daya pikul) sendiri suatu Perusahaan Asuransi. Contoh 

dari risiko besar, misalnya : Bangunan gedung perkantoran bertingkat tinggi, 

Pabrik Tekstil, Pabrik Kertas, Kapal Samudera, Pesawat Terbang, Proyek 

Pembangunan Gedung, dan sebagainya. Risiko – risiko besar seperti itu 

memerlukan Reasuransi. 

Contoh dari sebuah risiko kecil misalnya rumah tinggal. Dilihat dari 

nilainya sebuah rumah tinggal yang kecil tidak mustahil nilainya itu masih 

dibawah batas kemampuan sendiri perusahaan asuransi sehingga menurut 

kanalaran tidaklah perlu risiko tersebut di Reasuransikan. Pendapat atau nalar 

demikian ada benarnya, namun perusahaan asuransi yang menutupnya perlu 

berpikir lebih jauh yaitu apabila risiko yang yang kecil tersebut banyak, maka satu 

sama lain dapat saling berakumulasi sehingga menjadi besar, sehingga dalam hal 

yang demikian maka risiko yang berakumulasi tersebut tidak baik lagi untuk 

dipikul sendiri, dan karenanya perlu di Reasuransikan  

Selain risiko besar dan kecil terdapat pula risiko yang tidak berbahaya 

(Non Hazardous) dan berbahaya (Hazardous).Contohnya, kalau dalam bidang 

asuransi kebakaran, rumah tinggal, bangunan gedung sekolah, dan sebagainya 
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adalah risiko yang Non Hazardous. Dalam pada itu risiko – risiko seperti Pabrik 

Tekstil, Pabrik Kertas, dan sebagainya adalah risiko – risiko yang hazardous. 

yang demikian itu dalam penutupan asuransinya sangat memerlukan Reasuransi. 

Dalam perasuransian itu terdapat bermacam – macam jenis pertanggungan 

atau jenis asuransi, yaitu : Asuransi Kebakaran, Asuransi Pengangkutan, Asuransi 

Kendaraan Bermotor, Asuransi Kecelakaan Umum, Asuransi Kecelakaan Diri, 

Asuransi Tanggung Gugat dan sebagainya, maka dalam setiap jenis asuransi 

tersebut dimana perusahaan asuransi yang menutupnya tidak mampu untuk 

menutupnya sendiri, diperlukan adanya Reasuransi. 

Dalam pelaksanaannya, dimana Reasuransi itu ditransaksikan, maka akan 

melibatkan 2 pihak, yaitu pihak yang me-reasuransi-kan yang disebut “ Ceding 

Company “ dan pihak yang menerima reasuransi, yang disebut “ Reinsurer “ atau 

dikenal juga dengan istilah Reasuradur.  

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Universitas Multimedia Nusantara mewajibkan setiap mahasiswa untuk 

mengambil mata kuliah kerja magang. Dengan adanya kerja magang ini, 

diharapkan mahasiswa mendapatkan beberapa maksud dan tujuan, antara lain: 

1. Memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan yang 

nantinya dapat digunakan sebagai bekal mahasiswa dalam dunia kerja, 

seperti merekap SPT PPh pasal 21, PPh 26, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 

ayat 2, Bukti potong pph , pelaporan e-filing, serta pembuatan CSV. 

2. Menambah pengetahuan dalam pembuatan daftar nominatif dan entertain 

dari bukti pengeluaran/ voucher yang ada. 
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3. Melakukan vouching dan tracing atas bukti potong pph dan voucher yang 

ada. 

4. Menambah pengalaman, ilmu-ilmu baru, bagaimana menjalin komunikasi 

dan membangun relasi dengan rekan kerja. 

5. Menambah pengetahuan dalam memasukkan bukti potong PPh Pasal 23 ke 

E-SPT. 

6. Menambah pengetahuan dalam memasukkan bukti potong PPh Pasal 4 

ayat (2) ke E-SPT. 

7. Menambah pengetahuan dalam membuat SSP  Pph pasal 21 dan pasal 23. 

8. Menambah pengetahuan dalam melakukan proses e-Filing. 

9. Menambah pengetahuan dalam mengekspor csv untuk keperluan 

pelaporan pajak. 

10.  Menambah pengetahuan dalam membuat bukti potong Pph pasal 23 di 

aplikasi e-SPT. 

11. Menambah pengetahuan dalam menghitung dan merekap Pph pasal 26. 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019 sampai 

dengan 5 April 2019 yaitu selama 40 hari kerja di kantor pusat PT Asuransi Sinar 

Mas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh Universitas 

Multimedia Nusantara. Penempatan pekerjaan magang yang dilakukan adalah 

sebagai tax & accounting staff . Jam kerja selama magang, yaitu hari Senin hingga 
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Jumat, pukul 08.00-17.00. Kantor pusat PT Asuransi Sinar Mas berlokasi di Plaza 

Simas Gedung I Jl. KH Fachrudin No.18. Jakarta 10250, Indonesia 

 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Prosedur pelaksanaan kerja magang berdasarkan Buku Panduan Magang Program 

Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Multimedia Nusantara. Prosedur ini 

terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu tahap pengajuan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap akhir.  

1. Tahap Pengajuan  

Prosedur pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut : 

a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir 

pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat 

Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang 

dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan Formulir 

KM-01 dan Formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi.  

b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program 

Studi.  

c. Program Studi menunjuk seorang dosen pada Program Studi yang 

bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang.  

d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang 

kepada Ketua Program Studi.   

e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan 

dibekali Surat Pengantar Kerja Magang.  
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f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, 

mahasiswa mengulang prosedur dari poin a, b, c, dan d, dan izin baru 

akan diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, 

mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang.  

g. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah 

menerima surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima Kerja 

Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada 

Koordinator Magang.  

h. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, 

mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran 

Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan 

Penilaian Kerja Magang.  

2. Tahap Pelaksanaan  

a. Sebelum mahasiswa melakukan kerja magang di perusahaan, mahasiswa 

diwajibkan menghadiri perkuliahan kerja magang yang dimaksudkan 

sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali 

tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran 

tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, mahasiswa 

akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik 

kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus 

mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode 

berikutnya. 
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b. Pada perkuliahan kerja magang, diberikan materi kuliah yang bersifat 

petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, 

termasuk di dalamnya materi kuliah adalah sebagai berikut:  

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan 

komunikasi mahasiswa dalam perusahaan.  

Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem 

dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumberdaya); 

analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur, dan efektivitas 

administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, 

pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan).  

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, 

cara presentasi dan tanya jawab.  

c. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan 

teknis di lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di 

perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di 

perusahaan/instasi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya 

disebut sebagai Pembimbing Lapangan. Dalam periode ini mahasiswa 

belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan Pembimbing 

Lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa 

berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut 

merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari 

ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja 
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magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat 

dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan 

universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang 

dari awal.  

d. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di 

perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang.  

e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai 

dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan 

oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan 

pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba 

memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di 

perkuliahan dengan terapan praktisnya.  

f. Pembimbing Lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja 

magang mahasiswa.  

g. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, Koordinator Kerja 

Magang beserta dosen pembimbing kerja magang memantau 

pelaksanaan kerja magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan 

baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan 

maupun tertulis. 

 

3. Tahap Akhir 

a. Setelah kerja magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan 

temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam 
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laporan kerja magang dengan bimbingan dosen pembimbing kerja 

magang.  

b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur 

laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara. 

c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa 

mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang 

harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh 

Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan kerja magang 

kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan 

mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang.  

d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait 

dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang. 

e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing 

Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang menjelaskan 

bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, 

dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang.  

f. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, 

Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian kerja magang.  

g. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung 

jawabkan laporannya pada ujian kerja magang. 
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